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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas
berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota
Tanjungpinang dapat disusun dengan baik sebagaimana yang
direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No.
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik.

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang
sebagai Badan Publik wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik yang dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan
informasi  publik  sepanjang tahun 2024 sebagai  bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan
penyampaian kegiatan keterbukaan dan transparansi informasi publik untuk
dapat digunakan seperlunya serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di
Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Januari 2025
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A. PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi
Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi
Publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai salah satu Badan
Publik  dituntut untuk transparan dan akuntabel dalam

hal penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Dalam ruang lingkup Pemerintah Kota Tanjungpinang,
Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik telah dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Tanjungpinang
Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Pedoman Layanan Informasi dan

Dokumentasi.

Untuk mengawal keterbukaan informasi publik di Lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang dilakukan oleh Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang telah ditetapkan melalui
Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 598 Tahun 2024 Tentang
Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Tanjungpinang. Adapun untuk masing-masing unit
kerja penunjukan PPID Pendamping ditetapkan oleh masing-masing

pimpinan di unit kerja tersebut.

. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

Dasar Hukum

% Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik;

+» Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

+ Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
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« Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 598 Tahun 2024
Tentang Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;

% Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Permohonan
Informasi Publik;

+«+ Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Keberatan
Informasi Publik;

+ Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Daftar Informasi
dan Dokumentasi;

+ Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi Informasi
Publik;

+ Standar Operasional Prosedur (SOP) Fasilitasi Sengketa Informasi.

Profil Singkat

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik : “Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak
asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu
ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan

rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik”.

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik menuju Good
Government and Good Governance, Pemerintah Kota Tanjungpinang
telah menetapkan Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun
2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang dan Surat
Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 598 Tahun 2024 Tentang
Pengelola Layanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Tanjungpinang

Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTAS!

SPAD

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen
Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan
Informasi di Badan Publik;

e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak
untuk dipublikasikan;

g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik
yang akan dikecualikan;

h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar
Informasi Publik;

i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah
diakses oleh publik; dan

j-  melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas
pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh

PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
a. Pelayanan Informasi;
b. Penataan dan Penyimpanan Informasi Publik yang diperoleh dari

seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Visi dan Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
s VISI :  Mewujudkan Pelayanan Informasi yang Transparan dan
Akuntabel untuk Memenuhi Hak atas Keterbukaan
Informasi untuk Masyarakat.
s VISI : 1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi
yang berkualitas, benar dan bertanggung jawab;
2. Membangun dan  mengembangkan  sistem

penyediaan dan layanan informasi;
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3.

Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi
dan kualtas SDM dalam bidang pelayanan
informasi;

Mewujudkan keterbukaan informasi Pemerintah
Kota Tanjungpinang dengan proses yang cepat,

tepat, mudah dan sederhana.

6. Struktur Organisasi PPID di Lingkungan Pemerintah Kota

Tanjungpinang

STRUKTUR ORGANISASI PPID KOTA TANJUNGPINANG

Pembina
Walikota
Wakil Walikota
Pengarah Tim Pertimbangan
Selalku Atasan PPID Pejabat Eselon IL.b Setda
Sekretaris Daerah Kota, Pimpinan Perangkat
| Daerah
PPID Utama

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Daerah

PLID

Bidang Pendukung Bidang Pengolahan
Rutin Sekretariat

{ Bidang Penyelesaian ]

Bidang
Pelayanan
dan Pengelolaan

Data dan Dukumen
Informasi

Senglketa Informasi

Informasi

PPID Pelaksana

Sekretaris Organisasi Perangkat Daerah ) ‘
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pejabat Fungsional

Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang

Pembina 1. Wali Kota Tanjungpinang
2. Wakil Wali Kota Tanjungpinang
Pengarah selaku Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kota

Tim Pertimbangan

Tanjungpinang
Asisten Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat
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Pejabat Pengelolaan Informasi
dan Dokumentasi (PPID)

1.

Bidang Pelayanan dan

Pengelolaan Informasi

. Bidang Pengolahan Data

dan Dokumen

Bidang Penyelesaian
Sengketa
Bidang Pendukung

Kegiatan Rutin (Sekretariat
PLID)

Pejabat Pengelolaan Informasi

dan Dokumentasi

(PPID)

Pelaksana
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Asisten Administrasi Perekonomian
dan Pembangunan

Asisten Administrasi Umum

Staf Ahli Bidang Keuangan dan
Sumber Daya Manusia

Staf  Ahli
Pembangunan
Staf Ahli Pemerintahan
Seluruh

Bidang Ekonomi

OPD di
Kota

Pimpinan
Lingkungan  Pemerintah
Tanjungpinang

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Tanjungpinang
Kepala Bidang Pengelolaan
Informasi dan Saluran Komunikasi
Publik
Kepala Statistik  dan

Persandian pada Dinas Komunikasi

Bidang

dan Informatika Kota
Tanjungpinang

Kepala Bagian Hukum pada
Sekretariat Daerah Kota

Tanjungpinang

Analis Kebijakan Ahli Muda sebagai
Sub Koordinator Pelayanan dan
Desiminasi Informasi pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota
Tanjungpinang

Sekretaris/Kepala Bagian Umum

pada setiap Perangkat Daerah

AN
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7. Sistem Pelayanan Informasi Publik

R/
L X4

X/
L X4

Ruangan Khusus Informasi Publik

Ruangan khusus pelayanan informasi publik pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang memberikan
pelayanan informasi secara langsung maupun melalui media
lainnya seperti Surat, Email, Website. Ruangan ini memiliki konsep
multifungsi yaitu untuk pelayanan tindak lanjut terhadap

permohonan informasi yang diterima.

Penyediaan Akses Informasi Publik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi publik, Pemerintah

Kota Tanjungpinang menyiapkan alur strategi pelayanan terkait

permohonan informasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat

dengan cara sebagai berikut:

- Datang langsung ke Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang, JI. Daeng Celak, Komplek Perkantoran
Pemerintah Kota Tanjungpinang, Gedung C Lantai |,
Senggarang.

- Melalui Website PPID Kota Tanjungpinang
http://ppid.tanjungpinangkota.go.id/.

Waktu Pelayanan Informasi
Dalam memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi
PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang menetapkan waktu
pelayanan pada hari kerja, mulai Senin sampai dengan Jumat
sebagai berikut:
1. Senin - Kamis

Pukul 08.30 WIB - 15.00 WIB

Istirahat Pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB
2. Jumat

Pukul 08.30 WIB - 14.00 WIB

Istirahat Pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB

AN

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024


http://ppid.tanjungpinangkota.go.id/

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTASI

KOTA TANJUNGPINANG

< Biaya

Dalam melayani dan menyediakan informasi publik PPID tidak
memungut biaya (gratis), sedangkan untuk penggandaan atau
perekaman informasi publik dibebankan kepada pemohon

informasi.

8. Sarana dan Prasarana
Ruangan Khusus Pelayanan Informasi;

Buku Tamu;

Media Sosial;

2 (dua) Unit Komputer PC;
1 (satu) Unit Filling Kabinet.
T

y gy s

a
b
c. Website;
d
e
f.

T T
(5 o

Gambar 2. Ruangan Khusus Pelayanan Informasi
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NGPINANG

anjungpifiang

Layanan Informasi Publik

Daftar Informasi Publik
-

# Qe 4 LDLEO0D, T

Gambar 3. Website PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang

9. Jumlah Permohonan yang diterima

Sepanjang tahun 2024 PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang

telah melayani permohonan informasi sebanyak:

Grafik Data Permohonan Informasi

Tahun 2024
5
3 3
2 2
1 1 1
0 0 0 0

N 2 A \ N N S
$0§ Qp?g @Vﬁé& ??QB\, Vé(/ \\bé \QV 0:;\\) @Qgg\ ,\O%& @Qgg\ @Qgg\
¥y L ¢ L&

< v RS NS

Keterangan: 18 (delapan belas) Permohonan Informasi
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10. Waktu yang diperlukan untuk memenuhi Permohonan Informasi

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang
berkomitmen memberikan pelayanan informasi yang baik kepada
masyarakat. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, PPID Pemerintah
Kota Tanjungpinang akan menyampaikan pemberitahuan yang
berisikan informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya atau
tidak dan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja

berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

Jumlah Permohonan yang dikabulkan

Adapun di tahun 2024, PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang
telah mengabulkan 13 (tiga belas) permohonan informasi. Permohonan

informasi diterima melalui website http://ppid.tanjungpinangkota.qo.id/.

No. Keterangan Jumlah

. Permohonan yang dikabulkan .
' seluruhnya

Permohonan yang dikabulkan

sebagian

12. Alasan Penolakan Permohonan Informasi

Selama rentang waktu Januari s.d Desember 2024, Pemerintah
Kota Tanjungpinang telah menerima 18 permohonan informasi publik
dan menolak 5 permohonan informasi dengan alasan permohonan
informasi tidak tertera, data yang diminta diluar penguasaan dan tujuan

permohonan pada otoritas instansi lain.
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13. Capaian Selama Tahun 2024

Pada Tahun 2023 Pemerintah Kota Tanjungpinang selaku Badan
Publik mendapatkan Kualifikasi Penilaian Kurang Informatif dengan
Nilai Akhir 38.40. Alhamdulillah pada Tahun 2024 Pemerintah Kota
Tanjungpinang selaku Badan Publik mengalami peningkatan dengan
mendapatkan Kualifikasi Penilaian Informatif dengan Nilai Akhir 91.27.
Meningkatnya hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan
Informasi Publik yang di selenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat RI
Tahun 2024 tidak terlepas dari Kolaborasi semua pihak terkait, dimulai
dari atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Admin PPID dan Komisioner

Komisi Informasi Kepulauan Riau.

Dengan Keterangan Kualifikasi Sebagai Berikut :

Informatif :90-100
Menuju Informatif :80-89.9
Cukup Informatif :60-79.9
Kurang Informatif :40-59.9
Tidak Informatif :0-39.9

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut
Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pelayanan informasi PPID Pemerintah Kota Tanjungpinang
adalah sebagai berikut :
a. Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana yang disediakan masih terbatas, seperti
fasilitas meja informasi, ruang tunggu dan fasilitas untuk disabilitas.
b. Sosialisasi
Meski telah dilaksanakan Sosialisasi PPID Perangkat Daerah
masih belum optimal dalam mengimplementasikan Undang-
undang Keterbukaan Informasi Publik khususnya penyusunan
Daftar Informasi Publik (DIP) dan Pengujian Konsekuensi Informasi

yang dikecualikan (DIK).
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c. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia di Perangkat Daerah masih sangat terbatas
dalam menyelenggarakan pengelolaan dan pelayanan informasi

d. Bimbingan Teknis
Pengetahuan dan pemahaman PPID Pelaksana pada PD / UKPD
tentang tugas pokok dan fungsi PPID, mekanisme pengelolaan
serta pengecualian informasi publik dan mekanisme penanganan
keberatan dan sengketa informasi publik dapat ditingkatkan melalui
pelaksanaan Bimbingan Teknis, Forum Komunikasi,
Seminar/webinar Keterbukaan Informasi Publik ataupun Focus
Group Discussion (FGD) secara berkala.

e. Pengembangan Sistem Informasi
Pengembangan Sistem Informasi PPID yang akan digunakan oleh
seluruh Petugas Data dan Informasi di Perangkat Daerah untuk
memaksimalkan pelayanan informasi kepada Masyarakat
khususnya di PD / UKPD.

f. Koordinasi
Diperlukan Koordinasi secara rutin serta kolaborasi yang baik
antara atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana dan admin PPID
Pelaksana kepada Komisi Informasi sehingga pelayanan informasi
publik dapat terlaksana dengan baik sesuai amanat Undang
Undang Nomor 14 Tahun 2008 serta regulasi dari turunannya
tersebut.

g. Anggaran
Dukungan anggaran sangat diperlukan terutama untuk
meningkatkan kapasitas PPID, misalnya untuk mengikuti Bimtek
PPID, Bimtek Admin PPID Pelaksana, Workshop PPID dan FGD.
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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas
berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kota
Tanjungpinang dapat disusun dengan baik sebagaimana yang
direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No.
14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infomasi Publik.

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pemerintah Kota Tanjungpinang
sebagai Badan Publik wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan
Informasi Publik yang dibuat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun
pelaksanaan anggaran berakhir.

Penyusunan Laporan Tahunan ini berisi rekapitulasi pelayanan
informasi  publik  sepanjang tahun 2024 sebagai  bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan Layanan Informasi Publik Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Demikian laporan ini disampaikan untuk menjadi bahan
penyampaian kegiatan keterbukaan dan transparansi informasi publik untuk
dapat digunakan seperlunya serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk
meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik di
Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Januari 2025
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dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elcktronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 251);
WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

KEPUTUSAN WALT KOTA TANJUNGPINANG Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
NOMOR 598 TAHUN 2024 Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara

TENTANG Republik Indonesia Nomor 4846);

@

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 5038);

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

WALI KOTA TANJUNGPINANG,
6. UndangUndang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (4) (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Peraturan Wali Kota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Pengelolaan  Layanan Informasi dan Dokumentasi, Nomor 5071);

menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan dan 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
kclembagaan  pengelolaan  pelayanan  informasi  dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
dokumentasi di bentuk Pengelols Layanan Informasi dan Tabun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
L yang dengan Wali Kota;

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
“Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Nomor 23 Tehun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Lingla Kota Tanjungpi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Republik Indonesia Nomor 4112); Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambuhan Lembaran Negara Republik Indoncsia 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Nomor 4286]; Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Undang-Undang Nomor 11 Tehun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Informasi dan Transaksi Elcktronik (Lemberan Negara Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
Republik Indoncsia Tshun 2008 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Lembaran Negara Nomor 4843), sebagaimana telah diubsh

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 17. Peratluran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016

@

=

B

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tshun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tabun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 209);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indoncsia
Tahun 2019 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tabun 2017

lentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan

Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 157);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 37);

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Dacrah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota
Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 21) scbagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor
6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah
Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

®

Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 24 Tahun 2022
tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan
Dokumentasi (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun
2022 Nomor 418);

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG.

Menunjuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di
Lingk Kota g tercantum dalam

Lampiran Kepurusan ini.
Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi scbagaimana
dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari:

. Pembina.

2. Atasan PPID.

w

Tim Pertimbangan.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

a s

Pejabat  Pengelolan  Informasi dan Dokumentasi  (PPID)

Pelaksana.

B

Bidang Pendukung yang terdiri dari:
u. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi;

b. Bidang pengolahan Data dan Dokumen Informasi;

c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi; dan

d. Bidang Pendulung Kegiatan Rutin (Sekretariat PLID).
Pengelola Layanan Informasi den Dokumentasi scbagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai
berikut:

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024



a

-

e

a

. Pembina
melakukan Pembinaan terhadap pengelola pelayanan
informasi dan i di i
Dacrah.
Atasan PPID
I memberikan  arahan  kepada  PPID terkait
pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;
2, memberikan  persctujusn  kepada  PPID  atas

informasi dan yang dapat
kepada pemohon informasi;

3. memberikan rekomendasi kepada PPID atas hasil uji
konsekuensi informasi yang dikecualikan; dan

4. atas PPID terkait

dengan sctiap kebijakan yang diambil utk memenuhi hak
sctiap pemohon informasi;

5. dalam menjalankan tugasnya, berkoordinasi dan dapat
meminta masukan dari Tim Pertimbangan Pelayanan
Informasi; dan

mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi,
yaitu informasi yang wajib discdiakan dan diumumkan
sccara  berkala, scrta  merta, tersedia setiap saat serta

informasi yang dikecualikan,

. Tim Pertimbangan

1. melakukan Uji Konsekuensi terhadap informasi yang
i untuk dengan
Keputusan Walikota;

2. dan keberatan

atas pelayanan informasi; dan

pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan

Informasi yang dikecualikan.

. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan
Informasi Publik;

2. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan
Informasi Publik;

dan proses

dan

pelayanan Informasi Publik;

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTAS!

4, dan
dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi di Pemerintah Kota

Tanjungpinang;

5. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;

6. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik
dan layak untuk dipublikasikan;

7. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi
Publik yang akan dikecualikan;

8. dan
Daftar Informasi Publik;

9. menyediakan Informasi Publik sccara efektif dan efisien
agar mudah diakses olch publik; dan

10. melakukan pembinaan, pengawasan, cvaluasi, dan

monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi
Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau
Petugas Pelayanan Informasi

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pelaksana

1. pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi
dari seluruh unit kerja di lingkungan Perangkat Dacrah,
BUMD;

2. pengolahan, penataan dan penyimpanan data dan/atau
informasi yang diperoleh dari seluruh unit kerja di
lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD;

3. pelaksanaan pelayanan informasi publi

4. penyeleksian dan pengujian data dan informasi
yang termasuk  dalam  kategori  dikecualikan  dari
informasi yang dibuka untuk publik;

5. beker
lingkungan Perangkat Dacrah masing-masing;

sama dengan pejabat pada unit kega di

6. untuk melakukan pengujian guna  mencntukan
aksesibilitas atas suatu informasi;

7. melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana jika
diperlukan dalam penyelesaian sengketa informasi; dan

8. melakukan koordinasi dengan PPID dalam pengelolaan

dan pelayanan informasi serta dokumentasi.

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

f. Bidang Pendukung

. Bidang Pelayanan dan Pengelolsan Informssi, bertugas
memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola
informasi sesuai dengan mekanisme internal PPID;

~

Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi,
bertugas mengolah data yang skan dissjikan  sebagai
informasi publik, melakukan Kiasifikasi jenis informasi dan
mendokumentasikan informasi yang telsh dikuasai;

Bidang Penyclcsaian Sengiet Informasi, bertugas melakukan
advokasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan
sengketa informasi; dan

Bidang Pendukung kegiatan rutin (Sekretariat PPID)

%

-

bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis

operasional serta sarana dan prasarana mendukung

tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
DPalam melaksanakan tugasnya Pengelola Layanan Informasi dan
Dokumentasi schagaimana dimaksud pads diktum KEDUA
dibantu oleh Admin Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan admin Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana yang disebut dengan Admin pembantu
sebagimana discbutkan dalam Lampiran Il Keputusan ini.
Admin Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
dan admin Pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum
KEEMPAT mempunyai tugas sebagai beriku:
a i i PPID dan PPID

pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian,

penyediaan dan pelayanan informasi publik;
b, informasi dan
dan PPID Pelaksana;
c. membantu PPID dan PPID Pelaksana dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya; dan

i kepada PPID

a

. mengelola website PPID dan mengupload Daftar Informasi

Publik ke website resmi di PPID. Tanjungpinangkote.go.id.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana
dimaksud pada diktum KEDUA, mempunysi wewenang sebagai
berikut:

a. menolak memberikan informa:

yang dikecualikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

KETUJUH

KEDELAPAN

KESEMBILAN

meminta  dan  memperoleh  informasi  dari  unit

kerja/komponen,/satu;

kerja yang menjadi cakupan
kerjanya;

mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan
PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi

cakupan kerjanya;

menentukan  atau  menetapkan  suatu  informasi
 dan

menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional

dapat/tidaknya diakses oleh publ

untuk m

mbuat, mengumpulkan serta memelihara
informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dibentuk di
masing-masing Perangkat Daerah dengan Ketentuan sebagai

berikut.

a. Susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pelaksana mengacu pada Peraturan Wali Kota
Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan
Informasi dan Dokumentasi;

b. Personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pelaksana melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan
Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai olch
Sekretaris atau Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat
Daerah; dan

c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana/
Perangkat Dacrah berkewajiban membuat, mengumpulkan,
serta informasi  dan untuk

kebutuhan organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud
pada diktum KEDUA bertanggungiawab kepada Wali Kota
Tanjungpinang,

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditctapkan

Ditetapkan di Tanjungpinang
fada tariggs! 29 Okidper 2024
i WALI KOTA TANJUNGPINANG,
',;JM I

ANBRI'RIZAL

KOTA TANJUNGPINANG
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KOTA TANJUNGPINANG

LAMPIRAN | T
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 598 TAHUN 2024

2. Kepala Bagian Hukum pada Sckretariat Kota

TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH Tanjungpinang
£0TA TANIURGERGANG 3. Kepala Bagian Administrasi Kescjahteraan
Rakyat pada Sckretariat Kota Tanjungpinang
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN | 4. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG Kota Tanjungpinang

|5, Kepala Bagian Adnumsu'asn Pembangunan
da

i o ‘ JABATAR O s — ‘f). n Umum pada Sekretariat Kota
2 = t

‘,, Wali Kota Tanjungpinang 7. Kepala Bagian Organisasi pada Sckretariat

Pembina i i S | Kota T i
i g 8. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi

R Ti
= 2 LA Mo T gpeTe Pimpinan pada Sekretariat Kot Tanjungpinang
Pengarah sclaku Atasan PPID | Sckretaris Daerah Kota Tanjungpinang 9. Kegn]a Bagian Pengadaan Barng dan Jase
pada ota

10. Sckretaris  Inspektorat  Daerah  Kota
Tanjungpinang )

Asisten  Administrasi  Perekonomian d:m‘ 11. Sckretaris Badan Kepegawaian Pengembangan

Peml | Sumber Daya Manusia Kota Tanjungpinang

12. Sckretaris Badan Perencanaan Pembangunan
Penclitian ~ dan  pembangunan  Kota
Tanjungpinang

13. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan

| Aset Dacruh Kota Tanjungpinang

[ 14 Sekretaris Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Kota

15. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota

16. Sckretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Tanjungpinang

Asisten Pemerintahan dan Kesejahateraan Rakyat |

Asisten Administrasi Umum

Tim Pertimbangan Staf Ahli Bidang Keuangan dan Sumber D:A_va‘
Manusia

Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Staf Ahli Pemerintahan ]

Seluruh Pimpinan OPD di Lingkungan Pemerintah
Kota

Pejabat Pengelolaan J -
i dan Dot | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

{PPID) Tanjungpinang,

dudukan  dan

T

Bidang Pelayanan dam
B Informasi

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Salumn | " Penduduk dnn K“'“’"\B’ Berencana  Kota
K ida Dinas ¢ dan

_Sckretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan anak dan Pemberdayasn
Kota

Informatika Kota Tanjungpinang

[2 Bidang Pengolahan Data
da

Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas
n Dokumen ikasi dan ika Kota i

20.

ckretaris Dinas Sosial Kota Tanjungpinang

ol

21 Sckretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota

22. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga
' Kota Tanjungpinang

Bidang  Penyelesaian | Kepala Bagian Hukum Pada Sckretariat Dacrah
Sengketa Kota Tanjungpinang

um ng

Pendukung | Analis Kebijaksn Ahli Muda scbagai Sub
tin | Koordinator Pelayanan dan Desiminast Tnformasi
I\ckrclaml PLID) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Tanjungpinang

Pendidikan Kota

Perdagangan  dan

Pejabat Pengelolaan | 1. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat

| Informasi dan Dokumentasi | ~ Kota Tanjungpinang 25. Sckrctaris Dinas Penanaman Modal dan
[PPID) Pelaksana Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Kota
e Tanjungpinang

— z 1 A T LAMPIRAN I
| 26. Sckretaris Dinas Icn.-);,a Kerja, Koperasi dan KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG
Usaha Mikro Kota Tanjungpinang | NOMOR B9 TAHUN 2024
e e s e Kota TENTANG PENGELOLA LAYANAN INFORMASI PUDLIK DAN DOKUMENTAS! DI LINGKUNGAN
27. Sekretaris  Dinas  Lingkungan Hidup K | PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang

kretaris Dinas Pertanian, Pangan dan
Perikanan Kota Tanjungpinang ADMIN PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
29, Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan ADMIN PEMBANTU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Pemukima dan Pertamanan Kota PELAKSANA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
Tanjungpinang
30. Sekretaris Dinas Pekejaan  Umum
| Penataan Ruang Kota Tajungpinang

5 = [ ORGM"NBI PERANGKAT

2

T

-

DINAS KOMONIKASTDAN | |
ADMIN UTAMA

31, Sekretaris as  Perhubungan  Kota
Tanjungpinang AHMAD KRISWATORO, S.Kom.
NIP. 19981009 202202 1002

32. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kea
With Tacjungpinang TOPAN TEJO SUKMONO, S.E.
33, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kot - | NIP. 19891116 202421 1022 ACHEN ITAMA
Tanjungpinang
34. Sckrctans Dinas Pemadam Kebakaran dan | | BIEDW SERTIANINGTYAS INFORMATIKA KOTA ADMIN UTAMA
Penyelamatan Kota Tanjungpinang s . TANJUNGPINANG
retaris Dew w ota DINAS KOMUNIKASI DAN
: Sekreiicis: Dewan Ferpallni Belgat (Kota . | UTARI NABILA PUTRI INFORMATIKA KOTA ADMIN UTAMA
| Tanjungpinang S TANJUNGPINANG:
|36. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana = ‘BAGIAN PEMERINTAHAN
| Dacrah Kota Tanjungpinang et B SEKRETARIAT KOTA e
37. Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Dacral
| pala Bagian Tata Usaha Rumah Sak h TANJUNGP!
Kota Tanjungpinang YOSE FRATAMA, 5.1 Kom P : ADMIN
- | NIP. 19950517 202202 1 001 PEMBANTU
38. Sekretaris Camat Tanjungpinang Kota _ TANJUNGPINANG BANTU |
s ERGIAN ADMINISTRASI
- ) KUSWARI FITRI KESEJAHTERAAN RAKYAT ADMIN
39. Sekretaris Camat Tanjungpinang Barat NIP. 19721106 200701 1020 SEKRETARIAT KOTA PEMBANTU
f = TANJUNGPINANG |
40. Sckretaris Camat Bukit Bestari HERI PURNO! [ BAGIAN PEREKONOMIAN AT
NP, 15840408 900502 1 SEKRETARIAT KOTA EMBAN
| kretaris Camat Tanjungpinang Timur — = TANJUNGPINANG PEMBANTU
N ! DIAN DAR > BAGIAN ADMINISTRASI T
NIP. 19801021 201407 1002 m:(%ﬁr': DA PEMBANTU
Pj, WALI KODA TANJUNGFINANG, | NURISMAN EFFENDI, §:50n. i e
| 10. BAGIAN UMUM SEKRETARIAT ADMIN
A \ N ,%70302 KOTA TANJUNGPINANG PEM]
g L‘v st 20)4041001 i : BANTU
| Sy 1 ARYUDL By L ADMIN
N o NIP. ws'welsmum wm ETARIAT KOTA .
FANDRERIZAL r A TANJUNGPINANG PEMBANTU J
BAGIAN PROTOKOL DAN —
12, | CERIA MAORLINH, A Md KOMUNIKAS| PIMPINAN ADMIN

NIP. 19860927 201101 2 007 SEKRETARIAT KOTA

PEMBANTU
m-:u X FATMAWATI, S Alcun ADA (TF e
13, ,
19900807 201503 2 002 DAN JASA SEKRETARIAT ADMIN

KOTA TANJUNGPINANG PEMBANTY
INSPEKTORAT DAERAH KOTA | ADMIN
___ TANJUNGPINANG | pEMBANTU
N - " BADAN KEPEGAWAIAN
‘ 15. | ORIQ sTYAWAN PENGEMBANGAN SUMBER ' ADMIN 4}

NIP. 19841228 201001 1 016 DAYA MANUS| NTU
SIA KOTA PEMBAN
b= TANJUNGPINANG i J

14, | EKO HARYANTO, S, MM
| NIP. 19740807 200604 1 015
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1 2

SONY SARTIKA PRAGA, S.Kom
NIP. 19820420 200502 1 003

DEVI NARITA, §.Sos.
NIP. 19800126 201001 2 006

NA, S.E
19770316 202421 2 004

HAMMAD RUM, A Md
" | NIP. 19810905 202421 1 001

3
BADAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN PENELITIAN ADMIN
DAN PEMBANGUNAN KOTA PEMBANTU
TANJUNGPINANG:

BADAN PENGELOLAAJ
KEUANGAN DAN ASET ADMIN
DAERAH KOTA PEMBANTU

BADAN PENG
DAN RETRIBUSIDAERAH | L ADMI
KOTA TANJUNGPINANG |
BADAN KESATUAN BANGSA P

PEMBANTU
DINAS KOMUNIKASI DAN

SARI, S.AP : | aomiv
NIP. 10710915 199303 2 008 RECRMAIEA KOTA PEMBANTU
e DINAS KEPENDUDUKAN DAN o1l
NURAISYAH, S.Sos AR KEREL ADMIN
21 | NTP. 19711021 200604 2 020 FRNCATATAN SIPDL BOTA PEMBANTU
[ DINAS KESEHATAN
20, | R LEILA MUTIA, SKM ADMIN
NIP. 19760805 300312 2 009 PEMBANTU
| KOTAT v
DINAS PEMBERDAYAAN
25, | RAJA ICHA HUSNITA, SKep | PRRERTCRN FERLEDAAGAN ADMIN
NIP. 19881210 201001 2 004 T PEMBANTU
L TANJUNGPINANG
24, | TIKA MARDANIVIANTY, AMd DINAS SOSIAL KOTA ADMIN
| NIP. 1989030 201503 2 001 TANJUNGPINANG PEMBANTU
25, | MUHAMMAD HARIS, S.Sos DUAS KEBUDAY AN DAY ADMIN
| %5 | P, 19860523 201503 1 002 P morANG | PEMBANTU
26, | INDAH KUMALA SARL 8.S0s | PINAS KEPEROUEARE DAN ADMIN
NIP. 19840304 201001 2 005 DUALEAGAKOTA PEMBANTU
27, | VITA ANGGRATENI, S.1P 'DINAS PENDIDIKAN KOTA ADMIN
- | NIP. 19831017 200904 2 003 TANJUNGPINANG PEMBANTU
2 oo sen, | RRNDUSTONGT | et
|- - TANJUNGPINANG
o | rumomo DINAS PENANAMAN MODAL ABHN
NIP. 19760305 200701 1018 et PEMBANTU |
WAHYU AGUSTINI, ST DINASIENAGAKERIL, ADMIN
30.| NIp, 19840801 201002 2 002 | KOPERASI DAN USAHA MIKRO | - pgyrpanty
b KOTA TANJUNGPINANG
31, | ADISETYA, AMd.KL DINAS LINGKUNGAN HIDUP ADMIN
31- | Ntp. 19921230 201404 1 001 KOTA TANJUNGPINANG PEMBANTU
| MOTLSE, oo 20y | AUTERBAKOTA |
% 004,200 TANJUNGPINANG
33, | INDIANA SARADEVA, SE ADMIN
NIP. 10770506 200701 1 016 PERTAMANAN KOTA PEMBANTU
ANJUNGPINANG | 7
oo e | A B T
NIP. 19960808 202202 1 001 A amaNG T | PEMBANTU

T P = 3
I ===
HIDAYAT PURBAWISESA, DINAS PERHUBUNGAN KOTA
NIP. 19910616 201503 1 005 TANJUNGPINANG
INAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KOTA
is __ TANJUNGPINANG I
MUFLIH SYUKRON, A.Md SATUAN POLISI PAMONG
NIP. 19880207 201902 1 004 | PRAJA KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PEMADAM KEBAKARAN

IBNU ROJI, A.Md
NIP. 19780703 200604 1 017

IRWANSYAH BATUBARA

38 5 DAN PENYELAMATAN KOTA
| NiP. 19720616 202521 1 002 TANJUNGPIVANG
RAJA DIAN FEBRY KOMARA, r
3 PERWAKILAN RAKY,
| NIP. 19900217 202012 1 003 TANJUNGPI
SR G AR z A GAN |
a0, | AmoTENOARTNO, SKOM | “LpleutA Dapinr koA |
RO ___ TANJUNGPINANG |
41, | LIZAWATI, S.1.Kom | RUMAH SAKIT DAERAH KOTA
NIP. 19820128 2009022002 _| NG 6
42, | AINUL SYAFITRI, S.Tr.IP KECAMATAN TANJUNGPINANG
2 | NIP. 20000110 202208 2 001 KOTA
43, | SUHENDRI KECAMATAN TANJUNGPINANG |
NIP. 19770701 200801 1013 BARAT |
ARIS KURNIAWAN, A.Md = s
44| Nip. 10780130 203431 1 002 | KECAMATAN BUKIT BESTARI
FITRIATIN, AMd KECAMATAN TANJUNGPINANG
. TIMUR

NIP. 19751008 2010012008 |

ADMIN

PEMBANTU

ADMIN
PEMBANTU

ADMIN
PEMBANTU
ADMIN
PEMBANTU

ADMIN
PEMBANTU

ADMIN
PEMBANTU
ADMIN
PEMBANTU
ADMIN
PEMBANTU
ADMIN
PEMBANTU

ADMIN
PEMBANTU

ADMI}
PEMBANTU

Pj. WAL KOTA TANJUNGPINANG

ANDRI RIZAL

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TANJUNGPINANG

MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan Informasi
dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab sesuai dengan standar operasional prosedural

dan standar pelayanan yang telah ditetapkan
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KOMISI INFORMASI
PROVINSI KEPULA UANRIAU

J1. Jenderal. A Yani No 62 Tanjungpinang. Telp: (0771) 315350 Fax (0771) 315350
e-mail: kepri kip@amail com

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI & DOKUMENTAS!

et

)

KOTA TANJUNGPINANG

SURAT KEPUTUSAN

KETUA KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor: 05 / KPTS /KI-KEPRI / XI /2024

TENTANG
PENETAPAN HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2024

MENIMBANG . a. Bahwa untuk mengimplementasikan UU No.14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu dilakukan
Penetapan Hasil Penilaian Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2023;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas.
maka perlu ditetapkan suatu Surat Keputusan Ketua

o

Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

MENGINGAT : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang
Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

o

¢ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 te

Tahun

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14

fentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Nega
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)

d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi  Kementerian ~ Dalam  Negeri  dan
Pemerintahan Daerah

e Peraturan Guberur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun
2010 tentang Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi
Kepulauan Riau,

f. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2022
tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
Publik;

9. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 784 Tahun
2024 ftentang Anggota Komisi Informasi Provinsi
Kepulauan Riau Periode 2024-2028

h. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
tentang Tahapan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
(MONEV) Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2024

i. Keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau
Nomor O1/KPTS/KI-KEPRIVIII2024 tentang Penetapan
Tim Penilai Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi

Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

MEMPERHATIKAN : Berita acara rapat pleno tanggal 29 November 2024 tentang
penetapan hasil penilaian Monitoring dan Evaluasi
Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2024

MEMUTUSKAN
Menetapkan
KESATU Menetapkan hasil penilaian Monitoring dan  Evaluasi

Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Kepulauan

Riau Tahun 2024, sebagaimana terlampir

KEDUA Pengkategorian Badan Publik £ an hasil penilaian

dengan rentang nilai yaitu

Informatif = 90-100
Menuju Informatif = 80 - 89,99
Cukup Informatf = 60 -79.99
Kurang Informatif = 40 - 59 99
Tidak Informatif = < 39,99

KETIGA Kepada masing-masing Badan Publik yang telah mengikuti
penilaian Monitoring dan Evaluasi (MONEV) diberikan
sertifikat sesual kategori penilaian, sebagaimana terlampir.

KEEMPAT Kepada 3 (tiga) Badan Publik dengan hasil penilaian tertinggi
pada masing-masing kategori diberikan plakat . sebagaimana
terlampir,

KELIMA Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini

dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan APBD-P Komisi

Informasi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

KEENAM P ini di T g, dengan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan  dalam
penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 29 November 2024

KOMISLINFORMASI
AUAN RIAU,
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LAMPIRAN | Keputusan Ketua Komisi Informasi 8 | Kanwil Dirjen Perbendaharaan 91,92 Informatif
Provinsi Kepulauan Riau Prov. Kepri
NOMOR 05 /KPTS / KI-KEPRI / XI / Tahun 2024 9 | Kanwil BPN Prov. Kepri | 497 Kurang Informatif
TANGGAL 29 November 2024 |
10 | Pengadilan Tinggi Agama | 413 Kurang Informatit
Kepulauan Riau |
PENETAPAN HASIL PENILAIAN MONITORING DAN EVALUASI 11 | BNN Prov. Kepri | 379 Kurang Informatif
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU |
TAHUN 2024 12 | Balai Karantina Hewan, lkan, | 20 Tidak Informatif
Tumbuhan Kepulauan Riau |
I. KATEGORI BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 13 | Kajati Prov. Kepri ‘ 0 Tidak Informatf
14 | Pengadilan Tinggi Kepulauan | 0 Tidak Informatif
NO | BADAN PUBLIK NILAI | STATUS _|Riau I b el i
| PEMRINTAH |
. __KABUPATEN/KOTA | | 1ll. KATEGORI BADAN PUBLIK VERTIKAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1 | Kabupaten Bintan 98.37 Informatit | PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2 ‘ Kabupaten Kepulauan Anambas | 92.21 informatit | Tl
T 1 iR NO BADAN PUBLIK VERTIKAL | NILAl |  STATUS
3 | | informatif |
Kabupaten Lingga il | 92.14 | informatif | TINGKAT KABUPATEN/KOTA B
4 | Kota Tanjungpinang EEA Informatif | 1 | BPS Kabupaten Bintan | 9843 Informatif
5 | Pemerintah Kabupaten Karimun ‘ 87,75 ‘ Menuju Informatif 2 | BPS Kabupaten kepulauan | 98,39 Informatit
J i | Anambas == p—
3 | Bawaslu Kota Batam 98.38 Informatif
Il. KATEGORI BADAN PUBLIK VERTIKAL TINGKAT PROVINSI "4 | Kementerian Agama Kabupaten | 97.86 Informatif
KEPULAUAN RIAU Kepulauan Anambas L
5 Kementerian Agama Kabupaten | 96,07 Informatif
2 Karimun L I =
| NO ‘ BADAN PUBLIK NILAI |  STATUS 6 [KPU Kota Tanjungpinang 9593 informat
VERTIKAL TINGKAT [ | = | g
PROVINSI | | |7 Kementerian Agama Kabupaten | 95.60 Informatif
| BPS Prov. Kepri 998 Informatif Lingga — =l
i = il ) Kementerian Agama Kota 94,45 Informatif
2 | KPU Prov. Kepri 99,34 Informatif | Tanjungpinang 15 ,,-,J =
‘ ‘ 1 9 BPS Kabupaten Karimun 93.41 Informatif
& ’ Kanwil Kemenkumham Kepri ‘ 99.33 Informatif | N e e ! e =
[ — s EI8 10 | BPS Kota Batam 93.08 Informatif
4 | Kanwil Kementerian Agama 97,76 Informatif 1 = S s —
| Provinsi Kepri | 11 | Kementerian Agama Kabupaten | 93,02 Informatif
| 5 | Bawaslu Prov. Kepri ‘ 96,12 | Informatif {BipanRs e
L Loy = =i | 12 | Pengadilan Agama Natuna 9272 | Informatif
| 6 | Polda Prov. Kepri | 9234 Informatif | | 4
= 53 | 13 | Bawaslu Kabupaten Karimun 9230 Informatif
7 | PTUN Tanjungpinang Kepri | 92,04 Informatif | |
1S N il L. | 14 | KPU Kabupaten Bintan 9162 Informatif
15 | Bawaslu Kabupaten Lingga 91.29 ‘ Informatif
16 | BPJS Kesehatan Batam 89 Menuju Informatf 43 | Kantor Imigrasi Kelas il 10 Tidak
- Tarempa
17 Kementerian Agama Kota 86.8 Menuju Informatif 44 | BPN Kabupaten Binfan ek
Batam —Slt—
18 | BPS Kabupaten Lingga 84.4 Menuju Informatf 45 | BPN Kabupaten Karimun 6,75 Tidak Informatif
19 | Pengadilan Agama Kota Batam 84,3 Menuju Informatif 46 773n(cr Imigrasi Kelas Il Dabo 46 | Tidak informatif
L] | Singkep o
20 Bawaslu Kabupaten Bintan 74,5 Cukup Informatif 47 | Polres Karimun 24 Tidak Informatif
21 | BPS Kabupaten Natuna | 896 | Cukup Informatif [ 48 | Poiresta Barelang 02 | TidaKinformatt
22 | Bawaslu Kabupaten Kepulauan 64,8 | Cukup Informatif
Anambas | sy o]
23 | Pengadilan Negeri Tanjung 629 | Cukup Informatif IV. KATEGORI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
| Balai Karimun | 5 PEMERINTAH PROVINS| KEPULAUAN RIAU
24 | BPN Kabupaten Natuna 624 Cukup Informatif | R
4 B b s - NO | BADAN PUBLIK ORGANISASI | NILAI |  STAT
25 | Pengadilan Agama Tanjung 54,8 | Kurang Informatif PEMERINTAH DAERAH (OPD) NILAI STATUS
_____|Pinang = ! By 1| Dinas Komunikasi dan Informatika | 90.08 Informatif
|26 | Polres Tanjungpinang Kurang Informatif L o | Nl
0 e —— 2 | Badan Kepegawaian Daerah dan 72,5 | Cukup Informatif
[ 27 | Bawaslu Kota Tanjungpinang Kurang Informatif | KORPRI |
| 28 |BPN Kota Batam 516 | Kurang Informatif 33|Dnss 5sia) AR A R
29 |Pengadilan AgamaDabo | 49,65 | Kurang Informatif & g‘;‘;r';:me”"‘a“a“ dan‘Otonomi 602 | Cukup informatif
Singkep | ___| Daer = :
30 | BPJS Kesehatan Tanjungpinang | 47,1 | Kurang Informatf | S Bacen Bengenangan Sumber PUBINiKUEnG Tor AT
| aya Manusia.
31 BPN Kabupaten Lingga 423 Kurang Informatif 6 | Badan Perencanaan, Penelitian dan 42 Tidak Informatif
2 ~ Pengembangan | |
| 32 | Bawaslu Natuna 413 | Kurang Informatif 7 | Badan Penghubung Daerah | 384 Tidak Informatif
33 | KPU Tipe B Batam ( BC Batam ) 40 Kurang Informatif | 8 | Dinas Kepemudaan dan Olahraga 348 | Tidak Informatif
34 | Polres Lingga 39,35 Tidak Informatif | 9 | Biro Administrasi Pimpinan 2665 | Tidak Informatif
"~ 35 | KPU Kabupaten Karimun 38,7 | Tidak Informatif | 710 | Biro Ekonomi dan Pembangunan | 25 Tidak Informatif
36 | BNN Kota Tanjungpinang 38,15 | Tidak Informatif 11 | Badan Penanggulangan Bencana | 2425 | Tidak Informatf
S b T i S y Daerah
37 Kantor Imigrasi Kelas Il 37.9 Tidak Informatif | 12 | Rumah Sakit Umum Daerah Engku 211 Tidak Informatif |
[ Belakang Padang _____ == e el Haji Daud
38 $engadngn Negeri Kelas IA 23 Tidak Informatif 13 | Biro Hukum ‘ 158 | Tidak Informatf
‘anjungpi e o 5 2
39 | KPPN Kota Batam 19,3 Tidak Informatif 14 | Biro Pengadaan Barang dan Jasa 12 Tidak Informatif
~ 40 |Polres Anambas | 17 | Tidak Informatif 15 | Dinas Kelautan dan Perikanan 11| Tidak Informatif |
L= . A ! =) e e 1 i
4 BPN Kabupaten Anambas 16.2 Tidak Informatif 16 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat 58 | Tidak Informatif
| | pr s Desa, Kependudukan & Pencatatan |
42 Kantor Imigrasi Kelas Il Tg. 13.2 Tidak Informatif __| Sipil |
8 Balai Karimun =gy =

_ —— -
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\ 17 | Sekretariat DPRD 54 Tidak Informatif
18 TBG&E Keuangan dan Aset Daerah | 4,3 | Tidak Informatif
19 | Sauan Polisi Pamong Praja dan s Tidak Informatif |
____| Penanggulangan Kebakaran | |
20 | Biro Organisasi 1,4 Tidak Informatif
| 21 | Dinas Pendidikan 14 Tidak Informatif
| 22 | Dinas Perindustrian dan | 0,8 Tidak Informa
| Perdagangan ‘
f—f3 Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi | 04 Tidak Informatif
| Kepulauan Riau \

V. KATEGORI PERGURUAN TINGGI SWASTA DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO PERGURUAN TINGGI NILAI STATUS

1 | Sekolah Tinggi Agama Islam 4 |  Tidak Informatif
Miftahul Ulum |

2 | STISIPOL Raja Haji 4 | Tidak Informatif

VI. KATEGORI PARTAI POLITIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO PARTAI POLITIK NILAI STATUS
1 Partai Politik PKS 87,75 | Menuju Informatif
2 | Partai Demokrat 0 |  Tidak Informatif

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 29 November 2024

__— KOMISI INFORMASI
“PROVINS! KEPULAUAN RIAU,
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Presentasi Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Komisi Informasi
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
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Penerimaan Predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik
pada Badan Publik se Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
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